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Korups dan tindak pidana ikutannya berupa pencucian uang merupakan tindak pidana yang memberikan
dampak negatif secarameluas. Tindak pidana tersebut semakin berkembang karena globalisasi yang
menyebabkan batas-batas negara menjadi tidak jelas. Pencucian uang kini dilakukan secara lintas batas
sehingga perlu bantuan hukum timbal balik antar negara untuk melawannya. Salah satu kerja samayang
penting adalah untuk membekukan, menyita dan merampas sarana dan hasil tindak pidana. Pelaksaan
bantuan hukum timbal balik dapat berdasarkan padaresiprositas, UNTOC, UNCAC atau bahkan
berdasarkan perjanjian internasional dalam tingkat bilateral, multilateral atau regional. Otoritas yang
memiliki peranan besar dalam pel aksanaan kerja sama pemberian bantuan untuk pembekuan, penyitaan dan
perampasan adalah Otoritas Pusat, Unit Intelijen Keuangan dan Penyidik. Namun, dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum masih terdapat banyak rintangan. Y ang menjadi penghambat dalam pelaksaannya
adal ah terdapat perbedaan mengenai pandangan terhadap tindak pidana dan kepentingan nasional masing-
masing negara, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, dirasakan perlu
bagi penyidik untuk mempelagjari hukum asing. Selain itu Indonesia perlu menaikkan posisi tawar, serta
mengatur secara lebih praktis ketentuan yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik, atau melakukan
pendekatan secara kasuistis untuk kepentingan resiprositas dalam permintaan bantuan. Dengan melihat
belum banyaknya praktik yang berkaitan dengan bantuan timbal balik untuk pembekuan, penyitaan dan
perampasan, maka perlu pula dilakukan studi banding di negara-negara yang sudah sering melakukan
praktik tersebut.

...... Corruption as a predicate crime and its follow up crime, money laundering, have been giving negative
impact significantly. Those crimes grow fast because of the globalization that blurring the idea about the
border. Nowadays, money laundering isinvolving transnational activity, thus, the mutual legal assistance
between government is needed. One of the most important mutual legal assistance is the one that related to
freezing, seizing, and forfeiting the instrument and the proceed of crime. This mutual legal assistanceis held
based on reciprocity, UNTOC, UNCAC or based on an international treaty in bilateral, multilateral or
regional scope. The authorities which have abig rolein this cooperation related to freezing, seizing, and
forfeiting are Central Authority, Financia Intelligence Unit, and investigator. However, in fact, there are
many problems facing this cooperation. The substantive problems are the dissimilar point of view about
crime and the different national interests, especially the one that related to the economy. Based on those
facts, it isimportant for the investigator to understand foreign law. Furthermore, Indonesia should rise up
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their bargaining power and build more practical regulation, or doing a casuistic approach. By realizing there
is not much practice related to thisissue in our country, it isimportant to run a comparative study with the
country which already familiar with that practice.



